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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1   Latar Belakang 

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang bertujuan 

untuk mewujudkan tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib, 

makmur dan berkeadilan. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi 

negara Republik Indonesia mengalami perjalanan yang cukup panjang dalam 

perjuangan bangsa Indonesia, baik dalam kedudukannya sebagai konstitusi 

maupun dalam pelaksanaan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Negara Republik Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan 

yang berbentuk republik dan menjalankan pemerintahan dalam bentuk 

demokrasi.  

Demokrasi secara terminologi berasal dari bahasa Yunani 

demokratia, yang diambil dari kata demos dan kratos/kratein. Secara 

etimologis demos diartikan sebagai rakyat dan kratos/kratein berarti 

kekuasaan/berkuasa sehingga dapat diartikan bahwa demokrasi adalah 

pemerintahan rakyat. Demokrasi diidentikkan dengan istilah kedaulatan 

rakyat.1 Demokrasi atau paham kerakyatan kemudian diasumsikan sama 

dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dalam perkembangannya harus 

                                       
1   C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, 

Jakarta, Rinneka Cipta, 2008, hlm.90 
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berjalan beriringan dan tidak dapat dipisahkan dengan kedaulatan hukum 

(nomokrasi) dikarenakan hukum yang mengatur dan membatasi kekuasan 

negara atau pemerintah diartikan sebagai produk dari pemerintah hukum 

yang dibuat atas dasar kekuasan atau kedaulatan rakyat. 

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 angka 2 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).  

Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat 

daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah (Pasal 1 angka 3 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan badan legislatif 

daerah, sedangkan pemerintah daerah merupakan badan eksekutif daerah. 

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat 

daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sedangkan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 

lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah. 

Pemerintah Daerah sebagai pihak Eksekutif Daerah dan DPRD 

sebagai pihak Legislatif Daerah meskipun keduanya merupakan lembaga 

daerah yang berbeda namun DPRD mempunyai kedudukan yang sama 

dengan Kepala Daerah. Ateng Syafrudin berpendapat bahwa DPRD 
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merupakan unsur konstitutif dalam Pemerintahan Daerah, yang menjalankan 

tugas wewenang pemerintahan di bidang legislatif dalam menetapkan tugas 

politik mengenai pengaturan dan pengurusan perumahtanggaan daerah. 

DPRD dalam pemerintahan daerah mempunyai fungsi yang penting guna 

menyelenggarakan tugas, kewajiban dan wewenang mengatur serta 

mengurus rumah tangga pada masing-masing daerahnya sendiri. Untuk dapat 

melaksanakan fungsinya itu DPRD sebagai legislatif daerah mempunyai hak 

: Anggaran, Mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota, Meminta 

keterangan, Mengadakan perubahan, Mengajukan pernyataan pendapat, 

Prakarsa dan Penyelidikan  

Pasal 371 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

MPR, DPR, DPD, dan DPRD (selanjutnya disingkat Undang Undang MD3) 

menyatakan bahwa DPRD mempunyai, Hak Interpelasi, Hak Angket.dan 

Hak Menyatakan Pendapat. Hak angket atau yang disebut dengan hak untuk 

mengadakan penyelidikan, yang dapat digunakan untuk melakukan 

penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota 

yang penting dan strategis, serta berdampak luas kepada kehidupan 

masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dengan terlebih dulu melakukan hak 

interpelasi. 

Terkait hak angket DPRD tersebut, dalam hal ini akan dilakukan 

kajian lebih lanjut tentang masalah hukum tersebut di Kabupaten Jember. 

Akhir tahun 2019 yang lalu, hubungan politik Bupati Jember dr Faida 

dengan DPRD Jember kian memanas. Ini setelah DPRD secara resmi 
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menggulirkan hak angket atau hak penyelidikan, terhadap sejumlah 

kebijakan bupati yang dinilai melanggar hukum. Dalam rapat paripurna yang 

digelar dewan, Senin 30 Desember 2019 yang lalu, seluruh fraksi dan 

anggota dewan yang hadir secara aklamasi sepakat menggulirkan hak 

angket. Keputusan ini merupakan kelanjutan dari hak interpelasi yang 

rupanya tidak digubris Faida. Dari total 50 orang anggota dewan, 46 di 

antaranya hadir dan secara aklamasi mendukung digunakannya hak angket 

terhadap bupati. Adapun hak angket diusulkan oleh 44 orang anggota dewan, 

atau melebihi batas minimal kuorum. Perwakilan pengusul hak angket, 

Tabroni, dalam paparannya di paripurna menyebut sejumlah dugaan 

pelanggaran kebijakan dan sumpah jabatan yang dilakukan bupati 

perempuan pertama di Jember ini. 2 

Namun pembentukan panitia hak angket DPRD kabupaten jember di 

ragukan keabsahannya oleh bupati jember dan mendapat gugatan oleh warga 

melalui citizen law suit atau gugatan warga negara yang menyebutkan 

pembentukan panitia hak angket DPRD kabupaten jember dianggap ilegal 

atau tidak sah dimana dalam gugatannya pembentukan panitia hak angket 

menyalahi prosedur hukum dan surat pembentukan keputusan panitia hak 

angket di anggap melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 

Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota. Bahwa keputusan DPRD Jember 

pada rapat paripurna yang memilih tidak melanjutkan dan menyelesaikan 

                                       
2 www.antaranews.com/berita/1229232/dprd-jember-bentuk-panitia-hak-angket-untuk-

kebijakan-bupati 
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penggunaan hak interpelasi tetapi langsung beralih menggunakan hak angket 

bertentangan dengan maksud digunakannya hak interpelasi dan bertentangan 

dengan pasal 72 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 

Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota. Selain itu Bupati Jember meminta 

DPRD Jember menjadwal ulang sidang interpelasi tersebut. Namun DPRD 

Jember tidak sepakat dengan permintaan itu. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengkaji tentang 

pengaturan hak angket oleh anggota DPRD, dalam skripsi dengan judul : 

“Analisis Yuridis Keabsahan Pembentukan Panitia Hak Angket DPRD 

Kabupaten Jember Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2018 

tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD”  

1.2   Rumusan Masalah   

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, 

maka penulis mencoba untuk merumuskan permasalahan yaitu : 

Bagaimanakah keabsahan pembentukan panitia hak angket DPRD 

Kabupaten Jember Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2018 

tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD  ?  

1.3     Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dalam penulisan hukum ini adalah untuk 

mengetahui keabsahan pembentukan panitia hak angket DPRD Kabupaten 

Jember Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, 

DPR, DPD, dan DPRD. 
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1.4     Manfaat Penelitian 

          Hasil penelitian diharapkan akan memberikan beberapa manfaat, yaitu : 

1. Secara teoritis dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

perkembangan ilmu hukum, khususnya tentang keabsahan pembentukan 

panitia hak angket DPRD Kabupaten Jember Berdasarkan Undang 

Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. 

2. Secara praktis dapat memberikan masukan dalam rangka pembentukan 

hak angket DPRD ssuai prosedural dan ketentuan hukum yang berlaku. 

1.5     Metodologi Penelitian 

Untuk menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan 

harus mempergunakan metode penulisan yang tepat, karena hal tersebut 

sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan 

analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang 

hukum adalah mengandung kesesuaian dan kebenaran yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk 

memberikan pedoman untuk mempelajari, menganalisa dan memahami 

lingkungan yang dihadapinya.  Penelitian adalah suatu usaha untuk 

menghimpun serta menemukan hubungan yang ada antara fakta-fakta yang 

diamati secara seksama. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak 

menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan 

yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan 

tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara 

acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada 
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pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan 

dan tidak terkendalikan. 

1.5.1  Metode Pendekatan Masalah 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

perundang-undangan (statute approach) yaitu pendekatan yang dilakukan 

dengan menelaah semua perundang-undangan yang bersangkut paut dengan 

isu hukum yang sedang ditangani.3 Pendekatan lain yang dipergunakan 

adalah pendekatan konseptual (conceptual approach) sebagai pendekatan 

yang beranjak dari pandangan-pandangan doktrin yang berkembang dalam 

ilmu hukum dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam 

memecahkan isu hukum yang dihadapi.4 Pendekatan lain yang dipergunakan 

adalah pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah 

lembaga hukum dari waktu ke waktu. 

1.5.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif, artinya permasalahan yang 

diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan 

menerapkan kaidah–kaidah atau norma–norma positif. Penelitian deskriptif 

dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat 

formal seperti undang- undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoris 

yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok 

pembahasan.5 

 

                                       
3   Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2016, 

hlm.93 
4   Ibid, hlm.137 

              5   Ibid, hlm.194 
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1.5.3  Bahan Hukum  

Bahan hukum dalam penulisan hukum ini meliputi 2 (dua) bahan 

hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sebagai 

berikut : 

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif 

artinya mempunyai otoritas. Bahan–bahan hukum primer terdiri dari 

perundang-undangan, catatan–catatan resmi atau risalah dalam 

pembuatan perundang undangan dan putusan–putusan hakim. Bahan 

hukum primer dalam penulisan skripsi ini adalah :  

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 

b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah  

c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, 

dan DPRD sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang 

Nomor 2 Tahun 2018. 

d) Peraturan Pemerintah Repubuk Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 

Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. 

e) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember 

Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan 

Rakyat Kabupaten Jember. 

2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang bukan berwujud 

norma namun berwujud pendapat ahli hukum atau doktrin yang terdapat 
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dalam bahan bacaan berupa buku-buku atau literatur yang dapat 

menunjang pembahasan. 

1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum 

Bahan Hukum diperoleh melalui beberapa teknik pengambilan bahan 

hukum, antara lain melalui : 

1. Bahan hukum primer, dikumpulkan dengan melakukan inventarisasi 

hukum melalui peraturan perundangan yang terkait, yaitu Undang-

Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang 

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, 

dan DPRD sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 

2 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Repubuk Indonesia Nomor 12 

Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Peraturan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Nomor 01 

Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 

Kabupaten Jember. 

2. Bahan hukum sekunder, dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan 

yaitu mempelajari sumber-sumber data sekunder yang memiliki 

relevansi dengan pokok permasalahan. 

1.5.5  Analisa Bahan Hukum  

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, sehubungan dengan itu, 

maka bahan hukum yang telah diperoleh akan dianalisa secara kualitatif, 
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oleh karena dalam penelitian ini tidak akan ditarik kesimpulan yang 

sifatnya umum, sehingga gambaran yang diperoleh dari hasil penelitian 

bersifat deskriptif kualitatif. Analisa data secara Deskriptif Kualitatif 

adalah upaya untuk memperoleh gambaran singkat tentang suatu 

permasalahan yang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam 

suatu penulisan, kemudian menyusunnya secara logis dan sistematis. 

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan yaitu : 

a) Mengidentifikasi fakta hukum dan membahas hal-hal yang tidak 

relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ; 

b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang 

mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ; 

c) Melakukan penelitian atas isu hukum yang diajukan berdasarkan 

bahan-bahan yang telah dikumpulkan 

d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu 

hukum 

e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun 

di dalam kesimpulan.6 

 

                                       
6  Ibid, hlm.171 


